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PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP 

BARANG JAMINAN ATAS PERKARA WANPRESTASI DEBITUR 

TIDAK MAMPU MEMBAYAR HUTANG PIUTANG BANK 

 

Abstrak 

Eksekusi hak tanggungan terjadi apabila debitur tidak mampu untuk membayar 

hutang kepada kreditur dalam hal ini Bank. Adapun hak tanggungan merupakan 

hak yang diberikan sebagai jaminan pada saat perjanjian hutang dilakukan. 

Eksekusi dilakukan oleh bank dengan melelang barang jaminan berupa sertifikat 

tanah milik debitur. Pelelangan dimenangkan oleh pembeli dan dibayarkan 

sebagai bentuk pelunasan hutang daripada debitur, sehingga tanah tersebut sudah 

menjadi milik pembeli. Akan tetapi debitur tidak mau melakukan pengosongan 

terhadap tanah milik daripada pembeli, akhirnya pembeli meminta kepada 

Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi. Oleh karena itu tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi hak tanggungan 

terhadap barang jaminan lelang oleh bank dalam hal ini dilakukan oleh Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, mengetahui pertimbangan Ketua 

Pengadilan Negeri bahwa eksekusi hak tanggungan tersebut tidak terjadi 

dikarenakan adanya perdamaian serta  mengetahui akibat hukumnya setelah 

ditetapkan perdamaian dalam mengeksekusi hak tanggungan barang jaminan 

milik debitur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif, karena menjelaskan secara sistematis dan  menyeluruh 

mengenai pelaksanaan sita eksekusi hak tanggungan debitur tidak mampu 

membayar hutang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang 

akan meneliti kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang pelaksanaan 

eksekusi hak tanggungan terhadap barang jaminan atas perkara debitur tidak 

mampu membayar hutang piutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses 

eksekusi hak tanggungan oleh Bank yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan 

Kekayaan dan Lelang Negara, dengan pelelangan. Kemudian diputuskan 

pemenang lelang, dan sudah membayar sejumlah yang disepakati di lelang. 

Barang jaminan telah menjadi milik pemenang lelang. Kemudian saat pemenang 

lelang ingin menempati tanah tersebut debitur tidak mau meninggalkan tanah 

tersebut. Pemenang lelang akhirnya mengajukan permohonan ke Pengadilan 

Negeri Pati untuk dilakukan sita eksekusi. Pengadilan negeri telah  memberikan 

peringatan kepada pihak debitur untuk menjalankan eksekusi namun debitur tetap 

menolak untuk melakukannya, melalui proses yang panjang akhirnya debitur 

melakukan perdamaian dengan pembeli dengan syarat bahwa debitur harus 

membeli kembali tanah tersebut dari pemenang lelang. Pertimbangan hakim 

eksekusi tersebut tidak terjadi karena sudah adanya perdamaian antara kedua 

belah pihak yang menghasilkan pemohon eksekusi mencabut permohonan dan 

termohon eksekusi membeli kembali tanah tersebut. Akibat hukum setelah 

ditetapkannya perdamaiannya adalah bahwa pengadilan negeri sudah tidak 

mempunyai wewenang dalam ekskusi hak tanggungan ini.  

 

Kata kunci: perkara wanprestasi, eksekusi hak tanggungan oleh bank, eksekusi 

hak tanggungan oleh pengadilan negeri 
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Abstract 

The execution of mortgage rights occurs when the debtor is unable to pay the debt 

to the creditor, in this case the Bank. The mortgage right is a right that is given as 

collateral when the debt agreement is made. Execution is carried out by the bank 

by auctioning off collateral in the form of a land certificate belonging to the 

debtor. The auction is won by the buyer and paid as a form of debt repayment 

rather than the debtor, so that the land is already the property of the buyer. 

However, the debtor did not want to vacate the land owned by the buyer, so the 

buyer finally asked the District Court to carry out the execution. However, 

sometimes there were executions that ended in peace. On this basis the authors are 

interested in conducting this research. The type of research used in this research is 

descriptive research, which explains systematically and thoroughly the 

implementation of confiscation and execution of debtors' incapable of paying 

debts. The approach used is a normative approach that will examine legal 

principles, legal principles regarding the implementation of the execution of 

collateral for collateral in cases where the debtor is unable to pay debts. The 

results showed that the process of executing mortgage rights was initially carried 

out by the Bank, by auction. Then it is decided the winner of the auction, and has 

paid the agreed amount at the auction. The problem arises when the auction 

winner wants to occupy the land but the debtor does not want to leave the land. 

The auction winner finally submitted a request to the Pati District Court for the 

execution. After the district court gave a warning to the debtor to carry out the 

execution but the debtor still refused to do so, through a long process the debtor 

finally made peace with the buyer on the condition that the debtor had to pay off 

the remaining debt so that it was considered that the debtor had purchased the land 

and building from the buyer. Then the District Court makes a letter of conciliation 

between the debtor and the buyer, so that the guarantee execution rights are not 

enforced. 

 

Keywords: wanpresatsi, mortgage execution by banks, mortgage execution by 

district courts 

 

1. PENDAHULUAN 

Sita Eksekusi ialah sita yang diletakkan atau barang-barang yang tercantum dalam 

amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana barang-

barang tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung, tetapi harus melalui 

pelelangan (Suyuti, 2004). Untuk sita eksekusi, apabila pada saat perkara 

berlangsung tidak dilakukan sita jaminan sebelumnya, maka eksekusi dimulai 

dengan menyita barang-barang milik pihak yang dikalahkan sehubungan dengan 

pelaksanaan putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan tersebut merupakan sita 

eksekutorial (Sutantio dan Oeripkartawinata, 2005). 
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Pelaksanaan sita jaminan harus secara langsung di tempat dimana barang 

yang akan disita tersebut berada, bahkan bila barang yang hendak disita adalah 

barang tidak bergerak baik berupa tanah atau rumah, juru sita melakukan 

pengukuran atas luasnya dan menentukan batas-batasnya sesuai dengan kenyataan 

yang sebenarnya 

Debitur berhutang dengan jaminan sertifikat tanah sebagai hak tanggungan 

dalam utang piutang. Dalam hutang putang ternyata debitur tidak mampu 

menjalankan prestasi atas perjanjian tersebut selama 3 kali pembayaran dan sudah 

diberikan pemberitahuan dari bank untuk melakukan prestasinya tiap bulan, akan 

tetapi debitur ternyata juga tidak mampu menjalakan prestasinya sehingga 

dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi. 

Perbuatan debitur berupa wanprestasi dijelaskan sebagaimana pada Pasal 

1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:“Penggantian 

biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai 

diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk 

memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau 

dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang 

melampaui waktu yang telah ditentukan”. 

Undang-undang Nomor 4ahun 1999 Tentang Jaminan Fidusi menjelaskan 

bahwa jika debitur tidak juga menyelesaikan prestasi yang menjadi 

tanggungannya, maka akan dianggpa melakukan wanprestasi dan berdasarkan 

ketentuan daripada perjanjian maka akan dilakukan berupa lelang eksekusi. 

Lelang eksekusi merupakan lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan 

pengadilan, dokumen-dokmen yang dipersamakan dengan itu atau melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Eksekusi dilakukan oleh bank dengan melelang barang jaminan berupa 

sertifikat tanah milik debitur. Pelelangan dimenangkan oleh pembeli dan 

dibayarkan sebagai bentu pelunasan hutang daripada debitur, sehingga tanah 

tersebut sudah menjadi milik pembeli. Akan tetapi debitur tidak mau melakukan 

pengosongan terhadap tanah milik daripada pembeli, walaupun pembeli sudah 

meminta kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi tetapi debitur tetap 
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tidak mau untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik pembeli. Pasal 196 

HIR menjelaskan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk 

memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang 

memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, 

pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195 HIR, buat 

menjalankankeputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu 

serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang 

ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.” 

Setelah pengadilan negeri memberikan peringatan kepada pihak debitur 

untuk menjalankan eksekusi namun debitur tetap menolak untuk melakukannya, 

melalui proses yang panjang akhirnya debitur melakukan perdamaian dengan 

pembeli dengan syarat bahwa debitur harus melunasi sisa hutangnya  sehingga 

dianggap bahwa debitur telah membeli tanah dan bangunan tersebut dari pembeli. 

Kemudian itu Pengadilan Negeri membuat surat penetapan perdamaian antara 

debitur dengan pembeli, sehingga hak eksekusi jaminana tidak jadi untuk 

dilakukan. 

Penyelesaian eksekusi oleh Bank dilaksanakan sesuai mekanisme dengan 

menjual agunan melalui Parate Eksekusi yaitu eksekusi tanpa fiat/penetapan 

Pengadilan Negeri. Dasar pelaksanaan Parate Ekskusi pada Pasal 6 Undang-

Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 yang menyatakan apabila debitur 

cidera janji maka pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk 

menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum 

serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut. Hal untuk menjual objek 

hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari 

kedudukan diutamakan yang dipunyai olehpemegang hak tanggungan atau 

pemegang hak tanggungan pertama. Apabila debitur cidera janji, maka pemegang 

hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan 

umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari Pemberi Hak Tanggungan dan 

selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu 

daripada kreditur-kreditur yang lain.Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak 

pemberi hak tanggungan (Helina dan Idris, 2015). 
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Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan 

penelitian terhadap eksekutor terkait dengan proses atau tahapan-tahapan yang 

terjadi. Adapun rumusan masalah yang penulis ajukan adalah sebagai berikut : 

pertama, bagaimana proses pelaksanaan eksekusi hak tanggungan terhadap barang 

jaminan lelang oleh bank dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang? kedua, bagaimana pertimbangan Ketua Pengadilan 

Negeri bahwa eksekusi hak tanggungan tersebut tidak terjadi dikarenakan adanya 

perdamaian? ketiga  Bagaimana akibat hukumnya setelah ditetapkan perdamaian 

dalam mengeksekusi hak tanggungan barang jaminan milik debitur? 

 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, 

karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-

asas hukum tentang pelaksanaan eksekusi hak tanggungan terhadap barang 

jaminan atas perkara debitur tidak mampu membayar hutang piutang 

(Muhammad, 2004). Tipe kajian dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat 

deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang 

baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang 

diteliti. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Proses pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh bank atas perkara 

wanprestasi 

Eksekusi hak tanggungan berawal dari perjanjian kredit No 

0000144/PK/02798/05 dengan Rofi Soekarno sebagai debitur dan PT. Bank 

Danamon Indonesia Tbk. Semarang sebagai kreditur. Dalam perjanjian kredit 

tersebut debitur memberikan jaminan sebidang tanah beserta bangunan dan 

apapun yang berada diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik bernomor 2324 atas 

nama Rofi Soekarno yang beralamat di Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan 

Margoyoso, Kebupaten Pati. Jaminan tersebut diberikan atas hutang sebesar 

Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan akta hak tanggungan 

bernomor 2540/2010 senilai Rp. 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta 
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lima ratus ribu rupiah). Adapun kewajiban Rofi Soekarno sebagai kreditur yaitu 

pelunasan mulai dari pokok utang, bunga, denda dan biaya lainnya maka total 

tagihannya adalah Rp. 732.868.691,09 (tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan 

ratus enam puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh satu rupiah Sembilan 

sen). 

Pihak kreditur telah mengeluarkan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada 

debitur untuk melunasi hutangnya. Adapun surat peringatan tersebut masing-

masing bertanggal 09 Oktober 2012, 30 Oktober 2012 dan 09 November 2012. 

Namun atas ketiga surat peringatan tersebut, debitur tetap tidak melunasi 

kewajibannya maka kreditur sepakat untuk melakukan lelang atas barang jaminan 

tersebut. 

Dalam hal ini debitur dinyatakan telah melakukan wanprestasi yaitu tidak 

melakukan prestasi dalam perjanjian hutang. Adapun perjanjian hutang piutang 

dijelaskan pada Pasal 1754 KUHPerdata bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam 

adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang 

lain suatu jumlah terntentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian 

dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah 

yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula” (Muhammad, 2010). 

Dalam perjanjian kredit antara Rofi Soekarno sebagai debitur dan Bank 

Danamon sebagai kreditur ini debitur telah melakukan wanprestasi yaitu dengan 

tidak melaksanakan prestasi untuk melunasi hutang-hutang berserta dengan 

pembiayaannya. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya surat peringatan atau 

somasi yang diberikan kepada debitur dari kreditur sebanyak 3 kali. Atas dasar 

tersebut kreditur menyatakan debitur melakukan wanprestasi dan berhak untuk 

melakukan eksekusi hak tanggungan sebagaimana telah disepakati dalam 

perjanjian yang dibuat sebelumnya. Pelaksanaan eksekusi hak tanggunan adalah 

dalam rangka mengembalikan uang atas pinjaman yang dipinjam oleh debitur 

tersebut. Hak untuk melakukan eksekusi atas obyek hak tanggungan dilakukan 

kreditur secara parte eksekusi.  

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 UUHT yang menyatakan bahwa 

sertifikat Hak Tanggungan berlakuk sebagai grosse acte hypotheek sepanjang 
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mengenai hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan. Irah-irah “Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ yang dicantumkan dalam 

sertifikat Hak Tanggungan bermaksud untuk menegaskan bahwa adanya kekuatan 

eksekutotial dalam sertifikat tersebut. Sertififikat Hak tanggungan berfungsi 

sebagai tanda bukti adanya Hak tanggungan yang telah diterbitkan oleh Badan 

Pertanahan Nasional sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagaimana 

halnya dengan putusan pengadilan. 

Terhadap perjanjian kredit antara Rofi Soekarno dan Bank Danamon 

penyelesaian kredit macet tersebut adalah  dengan menjual agunan melalui Parate 

Eksekusi yaitu eksekusi tanpa fiat/penetapan Pengadilan Negeri. Dasar 

pelaksanaan Parate Ekskusi telah dimungkinkan berdasarkan Pasal 6 Undang-

Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 yang menyatakan apabila debitur 

cidera janji maka pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk 

menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum 

serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut (Helina dan Idris, 2015). 

Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri 

merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh 

pemegang hak tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama. Apabila 

debitur cidera janji, maka pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek 

hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari 

Pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari 

hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur-kreditur yang lain. Sisa hasil 

penjualan tetap menjadi hak pemberi hak tanggungan ((Helina dan Idris, 2015). 

Pelaksanaan eksekusi pada hak tanggunan secara mudah dan pasti 

merupakan salah satu prinsip dari hak tanggungan yang dijabarkan dalam Pasal 20 

Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996. Pasal 6 Undang-Undang 

Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 inilah yang dipakai dasar oleh bank swasta 

dalam penjualan jaminan kredit macet melalui balai lelang, tanpa terlebih dahulu 

meminta fiat eksekusi ke Pengadilan negeri ((Helina dan Idris, 2015). Selain itu 

Penjualan hak tanggungan tanpa melalui fiat Ketua Pengadilan Negri dapat 

langsung dilakukan kreditur, karena dalam akta pemberian hak tanggungan, telah 
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ada keterangan bahwa kreditur dapat menula ibyek hak tanggungan di KPKLN 

Semarang. Atas dasar tersebut maka kreditur dapat menjual obyek hak 

tanggungan tanpa melalui fita Ketua Pengadilan Negri. 

Pelelangan terhadap hak tanggungan dilakukan oleh Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Semarang yaitu pada tanggal 27 April 2015. Dalam 

lelang ini dimenangkan oleh Suyatno dengan nilai lelang sebesar Rp. 150.000.000 

(seratus lima puluh juta rupiah) dan telah diberitahukan kepada debitur pada 

tanggal 21 Mei 2015 sebagaimana tertulis dalam grosse lelang bernomor 869/ 

2015. Kemudian uang pembayaran pelunasan utang debitur diserahkan kepada 

kreditur dari pihak KPKLN. Pelaksanaan eksekusi, penjualan obyek hak 

tanggungan yang dilakukan oleh kreditur dengan melakukan penjualan sendiri 

tanpa fiat Ketua Pengadilan Negri kepada KPKLN.  

Setelah ditemukan pemenang lelang yaitu Suyatno selanjutanya dilakukan 

balik nama sertifkat menjadi atas nama Suyatno. Perpindahan hak kepada pembeli 

lelang merujuk pada Pasal 33 Peraturan Lelang jo. Pasal 200 ayat (10) HIR, Pasal 

218 ayat (1) RBg yang secara garis besar menyatakan bahwa hak tereksekusi atas 

barang tidak bergerak, berpindah kepada pembeli, perpindahan terjadi setelah 

pembeli memenuhi syarat pembayaran. 

Hak milik tanah terlelang menjadi hak milik Suyatno dengan SHM No 

2324, namun saat akan menempati Rofi Soekarno beserta keluarga tidak bersedia 

untuk mengkosongkan tanah tersebut dan memberikan secara sukarela kepada 

Suyatno hingga kemudian Suyatno mengajukan pemohonan pelaksanaan eksekusi 

kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati atas sebidang tanah seluas 1191 m
2
 berserta 

bangunannya yang terletak di Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, 

Kabupaten Pati.  

Pelaksaan eksekusi atas obyek hak tanggungan melalui Pengadilan Negri 

berdasarkan ketentuan Pasal 200 ayat (1) HIR, yaitu jika pemberi hak tanggungan 

enggan mengkosongkan dan meninggalkan obyek hak tanggungan yang telah 

dijual kepada pembeli lelang, pembeli lelang dapat mengajukan permohonan 

eksekusi kepada Pengadilan Negeri setempat ((Helina dan Idris, 2015). 
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Atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Pati mengeluarkan penetapan 

No. 09/ Pen. Amn. Eks/ 2016/ PN.Pti tentang perintah pemanggilan kepada 

termohon eksekusi yaitu Rofi Soekarno, dkk guna ditegur. Surat penetapan 

tersebut menetapkan termohon eksekusi dan pemohon eksekusi untuk menghadiri 

sidang insidentil dalam acara pemberian teguran kepada termohn eksekusi untuk 

mengkosongkan dan menyerahkan tanah kepada pemohon. Termohon eksekusi 

telah dipanggil secara patut pada tanggal 10 November 2016 dan 17 November 

2016 namun termohon tidak hadir sehingga Ketua Pengadilan Negeri Pati kembali 

melakukan pemanggilan pada tanggal 24 November 2016, yang akhirnya dihadiri 

oleh termohon eksekusi yang berakhir dengan termohon akan menemui Pemohon 

untuk melakukan musyawarah.  

Peringatan atau Aanmaning dilakukan berdasarkan Pasal 196 HIR atau 

207 RBg, peringatan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan 

eksekusi dari Pemohon. Peringatan tidak dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan 

Negri secara officio peringatan dapat dilakukan setelah diterimanya pengajuan 

permintaan eksekusi dari pihak pemohon eksekusi. 

Hingga tanggal 9 Desember 2016 obyek perkara belum diserahkan kepada 

pemohon secara sukarela, sehingga pihak pemohon kembali mengajukan 

permohonan eksekusi riil kepada Pengadilan Negeri Pati. Permohonan eksekusi 

diajukan oleh pemohon eksekusi riil atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan 

Negeri. Permohonan ekseskusi riil ini dilakukan apabila termohon eksekusi tidak 

melaksanakan apa yang telah disepakati. Sebagaimana yang terjadi dalam 

penelitian, dimana setelah termohon eksekusi bersedia mengadakan musyawarah 

dengan pemohon eksekusi namun ternyata tidak terjadi mufakat hingga kemudian 

pemohon mengajukan permohonan eksekusi riil. Atas permohonan tersebut Ketua 

Pengadilan Negeri Pati kembali memanggil termohon eksekusi untuk menghadap 

pada tanggal 27 Januari 2017. Terhadap panggilan tersebut, termohon hadir 

dengan kuasa yang menrangkan bahwa termohon dan pemohon telah bertemu 

sebanyak 3 kali namun belum menemukan titik temu antara kedua belah pihak. 

Atas hal tersebut termohon akan kembali menemui termohon untuk melakukan 

musyawarah. Kemudian dikarenakan tidak kunjung ditemukan mufakat diantara 
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kedua belah akhirnya jurusita meletakkan sita eksekusi pada tanggal  23 Februari 

2017 dengan tanggal penetapan eksekusi pada 10 Agustus 2017.  

Penetapan sita eksekusi tersebut dilakukan berdasar pada Pasal 197 ayat 

(1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBg, yang menyatakan bahwa apabila telah 

dilampauinya masa peringatan namun pihak termohon tidak juga menyerahkan 

secara sukarela maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan perintah eksekusi 

secara ex-officio yaitu kewenangan secara langsung untuk mengeluarkan surat 

perintah eksekusi tanpa memerlukan tata cara lainnya. 

Penetapan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri 

Pati memberikan perintah kepada Panitera dan Jurusita untuk melakukan eksekusi 

riil. Pelaksanaan dalam eksekusi riil membrikan perintah pengosongan tehadap 

tanah yang menjadi obyek perkara atau tanah terlelang. Namun, sebelum 

dilakukan sita eksekusi diadakan rapat koordinasi untuk mengatur mengenai 

jalannya eksekusi yang melibatkan perangkat wilayah setempat hingga kepolisian. 

Rapat koordinasi dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2017. Hasil dari rapat 

koordinasi tersebut adalah untuk melakukan eksekusi pada tanggal 11 Oktober 

2017, namun pada tanggal 9 Oktober 2017 kembali diadakan rapat koordinasi di 

Pengadilan Negeri Pati yang menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan 

secara kekeluargaan, hingga pelaksanaan eksekusi ditunda dan akan ditetapkan 

kemudian. Namun, perkembangan musyarawarah tidak kunjung dilaporkan ke 

Pengadilan Negeri Pati, hingga kemudian pada tanggl 14 Maret 2018  Pengadilan 

Negeri Pati mengirimkan surat menanyakan perkembangan eksekusi dan laporan 

disampaikan paling lambat tanggal 29 Maret 2018, apabila tidak dipenuhi maka 

Pengadilan Negeri Pati akan mencoret permohonan karena dianggap pemohon 

tidak bersungguh-sungguh 

Setelah dilakukan beberapa musyawarah, berakhir dengan kesepakatan 

bahwa termohon eksekusi membeli kembali tanah hasil lelang yang sebelumnya 

merupakan miliknya dengan harga Rp. 350.000.000 dan telah dibayarkan pada 

tanggal 1 Oktober 2018. Atas hal tersebut pemohon eksekusi kemudian membuat 

surat pencabutan permohonan perkara pada tanggal 19 Desember 2019. Kemudian 
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Ketua Pengadilan Pati mengeluarkan penetapan No. 9/ Pen.Cabut.Eks/2016/ 

PN.Pti tertanggal Januari 2020.  

Dengan pencabutan eksekusi tersebut maka Pengadilan Negeri Pati sudah 

tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap obyek hak 

tanggungan atau obyek perkara. Eksekusi obyek tanggungan dikembalika kepada 

hasil kesepakatan antar termohon dengan pemohon, kemudian oleh Pengadilan 

Negeri dibuatkan akta perdamaian yang berbentuk Penetapan Ketua Pengadilan 

Pati No 9/ Pen. Cabut.Eks/ 2016/PN.Pti. 

3.2 Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri bahwa eksekusi hak tanggungan 

tersebut tidak terjadi dikarenakan adanya perdamaian 

Ketua Pengadilan dalam mengeluarkan putusan ataupun penetapan selalu 

memberikan pertimbanga atas perkara yang diputuskan. Begitupula dalam perkara 

permohonan eksekusi yang berakhir dengan perdamaian. Dalam perkara No. 9/ 

Pdt. Eks/ 2016/ PN/ Pti yang berakhir dengan perdamaian, Ketua Pengadilan Pati 

memberikan pertimbangan, yaitu : 

a. Menimbang, bahwa maksud permohonan eksekusi adalah sebagaimana 

diuraikan dalam permohonan; 

b. Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Eksekusi dengan surat permohonan 

pencabutan tanggal 19 Desember 2019, menegaskan bahwa kedua belah pihak 

telah terjadi kesepakatan damai sehingga permohonan eksekusi ini 

dimohonkan untuk dicabut; 

c. Menimbang, bahwa permohonan pemohon eksekusi adalah beralasan menurut 

hukum oleh karena itu dapat dikabulkan; 

d. Memperhatikan, peraturan-peraturan Undang-Undang yang bersangkutan. 

Dalam memberikan pertimbangan tersebut Ketua Pengadilan berpegang 

pada asas hakim bersifat pasif, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang 

tidak ada dalam tuntutan atau melebihi apa yang telah dimohonkan oleh Pemohon 

sebagaiman termuat dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg.  

Penetapan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati yang 

bernomor 09/ Pen. Cabut. Eks/ 2016/ PN.Pti tentang pencabutan permohonan 

eksekusi sebidang tanah yang merupakan obyek tanggungan juga memperhatikan 
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asas hakim bersifat pasif. Jadi, apabila pemohon memohonkan pencabutan 

terhadap permohonan eksekusi obyek hak tanggungan maka Ketua Hakim 

Pengadilan Negeri Pati akan memutuskan apa yang telah dimohonkan pemohon. 

Terlebih perteimbangan pemohon untuk mencabut permohonan eksekusi adalah 

telah terjadi perdamaian antara pemohon dan termohon yaitu dengan pembelian 

kembali obyek hak tanggungan oleh termohon eksekusi yang sebelumnya 

merupakan pemilik dari tanah tersebut. Atas dasar tersebut ketua pengadilan 

negeri Pati mengabulkan permohonan pencabutan permohonan eksekusi dan 

membebankan biaya perkara kepada pemohon eksekusi. 

3.3 Akibat hukumnya setelah ditetapkan perdamaian dalam mengeksekusi 

hak tanggungan barang jaminan milik debitur 

Akibat hukum setelah adanya perdamaian dalam eksekusi hak tanggungan barang 

jaminan milik debitur adalah sesuai dengan kesepakatan dalam perdamaian 

tersebut dan pemohon diharuskan untuk melaporkan hal tersebut kepada 

pengadilan yang menangani. Dalam perkara no 09/Pdt.Eks/ 2016/ PN. Pti, akibat 

hukum dari perdamaian ini adalah eksekusi oleh Pengadilan Negeri tidak 

diteruskan karena pemohon telah melakukan permohonan pencabutan perkara 

yang kemudian Ketua Pengadilan Negeri Pati mengeluarkan penetapan No 09/ 

Pen.Cabut.Eks/ 2016/ PN.Pti yang menetapkan : 

a. Mengabulkan Permohonan Kuasa Pemohon Eksekusi; 

b. Menyatakan permohonan eksekusi No 9/Pdt.Eks/2016/PN.Pti dicabut; 

c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret 

dalam register Permohonan Eksekusi No 9/Pdt.Eks/2016/PN.Pti dan 

memberitahukan penetapan ini kepada pihak kuasa pemohon eksekusi dan 

termohon eksekusi; 

d. Membebankan biaya perkara kepada pemohon eksekusi sebesar Rp. 5.899.000 

Akibat hukum dari adanya penetapan pencabutan tersebut adalah 

Pengadilan negeri Pati tidak mempunyai kewenangan lagi dalam eksekusi obyek 

hak tanggungan. Selain itu baik pemohon ataupun termohon diwajibkan untuk 

melaksanakan ketetapan Ketua Pengadilan Negri Pati seperti pembebanan biay 

perkara kepada pemohon eksekusi. Setelah penetapan ini yang menjadi dasar 
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tindakan pemohon ataupun termohon adalah kesepakatan yang telah terjadi 

diantara keduanya.  

Selain itu dikarenakan pencabutan ini dilakukan karena perdamaian yang 

berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon eksekusi, maka dengan 

Termohon Eksekusi membeli kembali obyek perkara, maka dengan demikian 

Pemohon eksekusi yang bernama Suyatno masih tetap menjadi pemilik tanah 

yang menjadi obyek perkara. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dan jabarkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat oleh penulis adalah eksekusi ini 

berawal dari perjanjian hutang yang tidak dibayarkan oleh debitur yang kemudian 

telah diperingatkan oleh kreditur sebanyak 3 kali, namun tidak ada respon 

sehingga debitur dapat dinyatakan wanprestasi. Hingga kemudian pihak kreditur 

melelang jaminan yang diberikan debitur pada saat awal perjanjian. Proses lelang 

dibantu oleh pihak KPKLN, dan dari lelang tersebut, jaminan yang berupa tanah 

dibeli oleh pemenang lelang. Saat akan menempati tanah tersebut, pihak debitur 

tidak mau meninggalkan tanah tersebut walaupun telah diberitahu bahwa tanah 

tersebut telah resmi dibeli oleh pemenang lelang. Hal tersebut menyebabkan 

pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri 

Pati. Pelaksanaan eksekusi atas obyek hak tanggungan melalui Pengadilan Negri 

berdasarkan ketentuan Pasal 200 ayat (1) HIR. Atas permohonan tersebut Ketua 

Pengadilan Pati mengeluarkan penetapan No. 09/ Pen. Amn. Eks/ 2016/ PN.Pti 

tentang perintah pemanggilan kepada termohon eksekusi. Namun, termohon 

eksekusi baru menghadiri sidang pada panggilan ketiga yang menghasilkan bahwa 

termohon eksekusi akan menemui dan mengajak pemohon eksekusi untuk 

bermusyawarah. Musyawarah tersebut berjalan sangat lama, hingga Pengadilan 

Negeri memanggil kembali para pihak untuk diminta keterangan mengenai hasil 

musyawarah. Hingga kemudian pada musyawarah terakhir, termohon eksekusi 

sepakat untuk membeli kembali tanah obyek perkara. Atas hal tersebut kemudian 

dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan akta 
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perdamaian sebab telah terjadi perdamaian melalui pencabutan permohonan 

eksekusi oleh pemohon eksekusi. 

Akibat hukum dari adanya penetapan pencabutan tersebut adalah 

Pengadilan negeri Pati tidak mempunyai kewenangan lagi dalam eksekusi obyek 

hak tanggungan. Selain itu baik pemohon ataupun termohon diwajibkan untuk 

melaksanakan ketetapan Ketua Pengadilan Negri Pati seperti pembebanan biaya 

perkara kepada pemohon eksekusi. Setelah penetapan ini yang menjadi dasar 

tindakan pemohon ataupun termohon adalah kesepakatan yang telah terjadi 

diantara keduanya.  
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